PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 13 TAHUN 2005
TENTANG
SEKRETAR AT MAHKAVAH AGUNG

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang

bahwa dal am rangka nenberi kan dukungan teknis dan admnistratif secara
lebih efisien dan efektif kepada Mahkanah Agung, dipandang perlu
nenet apkan Peraturan Presiden tentang Qganisasi Sekretariat Mhkamah

Agung;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Unhdang-hdang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun
1945;

2. Undang- thdang Nonor 14 Tahun 1985 tentang Mahkanmah Agung (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nonmor 73, Tanbahan Lenbaran
Negara Republ i k | ndonesi a Nonor 3316) sebagai nana tel ah di ubah dengan
Undang- hdang Nonor 5 Tahun 2004 (Lenbaran Negara Republ ik | ndonesi a
Tahun 2004 Nonor 9, Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesi a Nonor
4359) ;

3. Undang-Uhdang Nonor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehaki man
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 8, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k I ndonesi a Nonor 4358);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan:
PERATURAN PRES DEN TENTANG SEKRETAR AT MAHKAMAH AGNG

BAB |
KEDUDUKAN,  TUGAS DAN FUNGS

Pasal 1

Sekretariat Mahkamah Agung adal ah aparatur tata usaha negara yang di dal am
nenj al ankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
| angsung kepada Ket ua Mahkanah Agung. Sekretari at Mahkanah Agung
di pinpi n ol eh seorang Sekretaris Mahkanah Agung.

Pasal 2

Sekretariat Mahkanah Agung nenpunyai tugas nenbantu Ketua Mahkamah Agung
dal am nenyel enggarakan  koor di nasi dan penbi naan dukungan teknis,
admnistrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di [|ingkungan
Mahkanmah Agung dan Pengadil an di semua | i ngkungan Peradil an.

Pasal 3

Cal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dal am Pasal 2, Sekretariat
Mahkamah Agung nenyel enggar akan f ungsi



a. koordi nasi terhadap pel aksanaan tugas unit organisasi di [|ingkungan
Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung;

b. penbi naan dan pel aksanaan dukungan tekni s, organi sasi, admnistrasi,
dan finansial di |ingkungan Mahkamah Agung dan Pengadil an di semua
I i ngkungan Per adi | an;

C. per unusan dan pel aksanaan kebi jakan serta standardisasi teknis di

bi dang penbi naan tenaga teknis, penbinaan admnistrasi peradilan,

pranata dan tata | aksana perkara pada Pengadilan di senua |ingkungan

Per adi | an;

d. penbi naan dan pel aksanaan pengawasan terhadap pel aksanaan tugas di
i ngkungan Mahkanmah Agung dan Pengadilan di  semua |ingkungan
Per adi | an;

e. penbi naan dan pel aksanaan penelitian dan pengenbangan serta

pendi di kan dan pel ati han di bidang hukum dan peradilan di
i ngkungan Mahkanmah Agung dan Pengadilan di  semua |ingkungan
Per adi | an;

f. penbi naan dan pel aksanaan per encanaan, pengor gani sasi an, adm ni strasi
kepegawai an, finansial, perlengkapan dan ket at ausahaan Pengadilan di
senua |ingkungan Peradilan, serta kehunasan, Kkeprotokolan dan
ker unaht anggaan di |ingkungan Sekretariat Mahkamah Agung.

BAB | |
CRGAN SAS

Bagi an Pertana
Uhum

Pasal 4
Sekretariat Mahkamah Agung terdiri dari

a. D rektorat Jenderal Badan Peradil an Unum
b. D rektorat Jenderal Badan Peradil an Agana;

C. Drektorat Jenderal Badan Peradilan Mliter dan Peradilan Tata UWsaha
Negar a;

d. Badan Pengawasan;

e Badan Penelitian dan Pengenbangan dan Pendi di kan dan Pel ati han Huikum

dan Peradil an;
Badan W usan Adm ni strasi.

—h

Bagi an Kedua
D rektorat Jenderal Badan Peradi|l an Unum

Pasal 5

Orektorat Jenderal Badan Peradilan UWwm dipinpin ol eh seorang O rektur
Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Mahkamah Agung.

Pasal 6

Drektorat Jenderal Badan Peradilan Wum nenpunyai tugas nenbantu
Sekretaris Mahkamah Agung dal am nerunuskan dan nel aksanakan kebij akan dan
standardisasi teknis di bidang penbinaan tenaga teknis, penbinaan
admnistrasi peradilan, pranata dan tata |aksana perkara dari |ingkungan



Peradi | an Umum pada Mahkamah Agung dan pengadi |l an di |ingkungan Peradil an
Uhum

Pasal 7

Cal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dal am Pasal 6, D rektorat

Jenderal Badan Peradi | an Unum nenyel enggar akan f ungsi :

a. penyi apan perunusan kebijakan di bidang penbi naan tenaga teknis,
penbi naan admnistrasi peradilan, pranata dan tata |aksana perkara
dari |ingkungan Peradilan Whum pada Mahkanah Agung dan pengadi | an di
I i ngkungan Peradi | an Uhum

b. pel aksanaan kebijakan di bi dang penbi naan tenaga teknis, penbi naan
admnistrasi peradilan, pranata dan tata |aksana perkara dari
i ngkungan Peradilan Umwum pada Mhkamah Agung dan pengadilan di
lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
per undang- undangan yang ber | aku;

C. perunusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang penbi naan

tenaga teknis, penbinaan admnistrasi peradilan, pranata dan tata

| aksana perkara dari |ingkungan Peradilan Wwm pada Mahkamah Agung

dan pengadi | an di |ingkungan Peradi | an Umum

penberi an bi nbi ngan tekni s dan eval uasi ;

pel aksanaan admni strasi D rektorat Jenderal .

oo

Bagi an Ketiga
D rektorat Jenderal Badan Peradil an Agama

Pasal 8

Orektorat Jenderal Badan Peradilan Agana dipinpin ol eh seorang O rektur
Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Mahkamah Agung.

Pasal 9

Drektorat Jenderal Badan Peradilan Agama nenpunyai tugas nenbantu
Sekretaris Mahkamah Agung dal am nerunuskan dan nel aksanakan kebij akan dan
standardisasi teknis di bidang penbinaan tenaga teknis, penbinaan
admnistrasi peradilan, pranata dan tata |aksana perkara dari |ingkungan
Peradi | an Agana pada Mahkamah Agung dan pengadil an di |ingkungan Peradil an

Agana.
Pasal 10

Cal am nel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dal am Pasal 9 Direktorat

Jenderal Badan Peradi | an Agana nenyel enggar akan fungsi :

a. penyi apan perunusan kebijakan di bidang penbi naan tenaga teknis,
penbi naan admnistrasi peradilan, pranata dan tata |aksana perkara
dari |ingkungan Peradi | an Agama pada Mahkamah Agung dan pengadi | an di
I i ngkungan Peradi | an Agana;

b. pel aksanaan kebijakan di bi dang penbi naan tenaga teknis, penbi naan
admnistrasi peradilan, pranata dan tata |aksana perkara dari
lingkungan Peradilan Agama pada Mihkanah Agung dan pengadilan di
lingkungan Peradilan Agana sesuai dengan ketentuan peraturan
per undang- undangan yang ber | aku;

C. perunusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang penbi naan



tenaga teknis, penbinaan admnistrasi peradilan, pranata dan tata
| aksana perkara dari |ingkungan Peradilan Agama pada Maihkamah Agung
dan pengadi | an di |ingkungan Peradi| an Aganga;

penberi an bi nbi ngan tekni s dan eval uasi ;

pel aksanaan admni strasi D rektorat Jenderal .

oo

Bagi an Keenpat
Orektorat Jenderal Badan Peradilan Mliter
dan Peradi |l an Tata Usaha Negara

Pasal 11

D rektorat Jenderal Badan Peradilan Mliter dan Peradilan Tata Usaha Negara
dipinpin oleh seorang D rektur Jenderal yang berada di bawah dan
bertanggung j anab kepada Sekretari s Mahkanah Agung.

Pasal 12

Orektorat Jenderal Badan Peradilan Mliter dan Peradilan Tata UWsaha
Negara nenpunyai tugas nenbantu Sekretaris Mahkanah Agung dal am ner unuskan
dan nel aksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penbi naan
tenaga teknis, penbinaan admnistrasi peradilan, pranata dan tata |aksana
perkara dari lingkungan Peradilan Mliter dan Peradilan Tata Usaha Negara
pada Mhkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Mliter dan
Peradi | an Tata Usaha Negara.

Pasal 13

Cal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dal am Pasal 12, D rektorat
Jenderal Badan Peradilan Mliter dan Peradilan Tata UWaha Negara
nenyel enggar akan f ungsi

a. penyi apan perunusan kebijakan di bidang penbi naan tenaga teknis,
penbi naan admni strasi peradilan, pranata dan tata |aksana perkara
dari lingkungan Peradilan Mliter dan Peradilan Tata Usaha Negara
pada Mhkamah Agung dan pengadilan di |ingkungan Peradilan Mliter
dan Peradi |l an Tata Usaha Negar a;

b. pel aksanaan kebijakan di bidang penbi naan tenaga teknis, penbi naan
admnistrasi peradilan, pranata dan tata |aksana perkara dari
lingkungan Peradilan Mliter dan Peradilan Tata UWsaha Negara pada
Mahkanmah Agung dan pengadilan di |ingkungan Peradilan Mliter dan
Peradilan Tata UWsaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
per undang- undangan yang ber | aku;

C. perunusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang penbi naan
tenaga teknis, penbinaan admnistrasi peradilan, pranata dan tata
| aksana perkara dari |ingkungan Peradilan Mliter dan Peradilan Tata

Waha Negara pada Mahkanah Agung dan pengadilan di |ingkungan
Peradilan Mliter dan Peradilan Tata Usaha Negar a;

penberi an bi nbi ngan tekni s dan eval uasi ;

pel aksanaan admni strasi D rektorat Jenderal .

oo

Bagi an Kel i ma
Badan Pengawasan

Pasal 14



Badan Pengawasan dipinpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung j anab kepada Sekretari s Mahkanah Agung.

Pasal 15
Badan Pengawasan nenpunyai tugas nenbantu Sekretaris Mahkanah Agung dal am
nel aksanakan pengawasan terhadap pel aksanaan tugas di |ingkungan Mahkamah
Agung dan pengadi | an di senua | i ngkungan Peradil an.

Pasal 16

Cal am nel aksanakan tugas sebagai mana dinmaksud dalam Pasal 15, Badan
Pengawasan nenyel enggar akan f ungsi

a. penyi apan perunusan kebij akan pengawasan terhadap pel aksanaan tugas
di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di  semua |ingkungan
Per adi | an;

b. pel aksanaan pengawasan terhadap pel aksanaan tugas di |ingkungan

Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua |ingkungan Peradilan sesuai
dengan ket ent uan perat uran per undang- undangan yang ber | aku;
C. pel aksanaan adm ni strasi Badan.

Bagi an Keenam
Badan Penelitian dan Pengenbangan dan
Pendi di kan dan Pel ati han Hukum dan Per adi | an

Pasal 17

Badan Penelitian dan Pengenbangan dan Pendi di kan dan Pel ati han Hukum dan
Peradi | an di pi npi n ol eh seorang Kepal a yang berada di bawah dan bert anggung
j anab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 18

Badan Penelitian dan Pengenbangan dan Pendi di kan dan Pel ati han Hukum dan
Peradi | an nenpunyai tugas nenbantu Sekretaris Mihkamah Agung dal am
nel aksanakan penelitian dan pengenbangan di bi dang hukum dan peradil an,

serta pendidi kan dan pel ati han tenaga teknis dan admnistrasi peradilan di

I i ngkungan Mahkamah Agung dan Pengadi | an di senua |i ngkungan Peradil an.

Pasal 19

Cal am nel aksanakan tugas sebagai nana dinmaksud dalam Pasal 18, Badan
Penelitian dan Pengenbangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hikum dan
Per adi | an nmenyel enggar akan fungsi :

a. penyi apan perunmusan kebijakan di bidang penelitian dan pengenbangan
di bi dang hukumdan peradilan, serta pendidi kan dan pel ati han tenaga
teknis dan tenaga admnistrasi peradilan di |ingkungan Mahkamah Agung
dan Pengadil an di semua |ingkungan Peradi | an;

b. pel aksanaan kebij akan di bi dang penelitian dan pengenbangan di bi dang
hukum dan peradilan, serta pendidi kan dan pel ati han tenaga teknis
dan tenaga admnistrasi peradilan di |ingkungan Mahkanmah Agung dan

Pengadi | an di serua | i ngkungan Peradi | an;
C. pel aksanaan adm ni strasi Badan.



Bagi an Ket uj uh
Badan Wusan Adnm ni strasi

Pasal 20

Badan Urusan Admni strasi di pi npin ol eh seorang Kepal a yang berada di bawah
dan bertanggung j anab kepada Sekretaris Mihkamah Agung.

Pasal 21

Badan Wusan Admnistrasi nenpunyai tugas nenbantu Sekretaris Mahkanah
Agung dalam nenbina dan nel aksanakan perencanaan, pengor gani sasi an,
admnistrasi kepegawai an, finansial, perlengkapan dan ket atausahaan
Pengadi | an di semua |ingkungan Peradi |l an, serta kehunmasan, keprotokol an dan
kerumaht anggaan di |ingkungan Sekretariat Mihkamah Agung dan Kepaniteraan
Mahkamah Agung.

Pasal 22

Cal am nel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dal am Pasal 21, Badan U usan

Adm ni strasi nenyel enggar akan f ungsi

a. koordi nasi dan penbi naan perencanaan, pengorgani sasi an, adm ni strasi
kepegawai an, finansial, perlengkapan dan ket atausahaan Pengadilan di
senua |ingkungan Peradilan, serta kehunasan, keprotokolan dan

kerunahtanggaan di  lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan
Kepani t eraan Mahkanah Agung;
b. pel aksanaan urusan perencanaan, pengor gani sasi an, adm ni strasi

kepegawai an, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di
senmua |ingkungan Peradilan, serta kehunasan, Kkeprotokolan dan
kerunahtanggaan di  lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan
Kepani t eraan Mahkanah Agung.

Bagi an Kedel apan

Susunan O gani sasi

Pasal 23

(1) WMasing-masing Drektorat Jenderal terdiri dari 1 (satu) Sekretariat
Orektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lina) Drektorat.

(2) Sekretariat Drektorat Jenderal terdiri dari paling banyak 4 (enpat)
Bagi an dan nasing-nasing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga)
Subbagi an.

(3) Msing-nasing Drektorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (enpat)
Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata UWsaha dan nasing- nmasi ng
Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 24

(1) Badan Pengawasan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Badan dan paling
banyak 4 (enpat) |nspektorat.

(2) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Bagian dan
nasi ng-nasi ng Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagi an.

(3) Msing-nasing Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Subbagi an Tata Usaha
dan kel onpok j abat an fungsi onal .



Pasal 25

(1) Badan Penelitian dan Pengenbangan dan Pendi di kan dan Pel ati han Hiukum
dan Peradilan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Badan dan paling
banyak 3 (tiga) Pusat.

(2) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian dan
nasi ng-nasi ng Bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbagi an.

(3) Msing-nasing Pusat terdiri atas 1 (satu) Subbagi an Tata UWsaha dan 2
(dua) Bidang dan masing-nasing Bidang terdiri atas 2 (dua) Subbi dang.

Pasal 26
Badan Wusan Admnistrasi terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) ro,
nasing-nasing Biro terdiri dari paling banyak 5 (linma) Bagi an dan nasi ng-
nasi ng Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagi an.

Pasal 27

O lingkungan Sekretariat Maihkamah Agung dapat di angkat pejabat fungsional
sesuai dengan ket entuan perat uran perundang- undangan yang ber| aku.

Pasal 28

Jumtah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Mhkanmah Agung di susun
ber dasar kan anal i si s organi sasi dan beban kerj a.

BAB | |1
TATA KERJA
Pasal 29

Dal am nel aksanakan tugas Sekretaris Mhkanah Agung, Drektur Jenderal,
Kepala Badan, DO rektur, Inspektur, Kepala Pusat dan Kepala Biro serta
pej abat | ai nnya berkoordi nasi dan saling berkonsultasi baik di |ingkungan
Sekretariat Mahkamah Agung maupun dengan instansi |ain sesuai dengan tugas
nasi ng- nasi ng.

Pasal 30

(1) Setiap pinpinan satuan organi sasi dal am nel aksanakan tugas wajib
nenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta
bekerja sanma dal am|ingkup internal nmaupun eksternal Mhkanah Agung.

(2) Setiap pinpinan satuan organisasi waib nelaksanakan pengawasan
nel ekat .

BAB |V
KEPANGKATAN  PENGANGKATAN
DAN PEVBERHENTT AN
Pasal 31

(1) Sekretaris Mahkamah Agung adal ah j abatan struktural eselon |a.
(2) DOrektur Jenderal dan Kepal a Badan adal ah jabatan struktural eselon



| a.

(3) Sekretaris Drektorat Jenderal, Sekretaris  Badan, D rektur,
| nspektur, Kepala Pusat, dan Kepala Biro adal ah jabatan struktural
eselon |la.

(4 Kepala Subdirektorat, Kepala B dang dan Kepal a Bagi an adal ah j abat an
struktural eselon Illa

(5 Kepala Seksi, Kepala Subbidang dan Kepal a Subbagi an adal ah | abat an
struktural eselon | Va.

Pasal 32

(1) Sekretaris Mhkamah Agung di angkat dan di berhentikan ol eh Presiden
atas usul Ketua Mahkamah Agung.

(2) Drektur Jenderal dan Kepal a Badan diangkat dan diberhentikan ol eh
Presiden atas usul Ketua Mahkanah Agung.

(3) Sekretaris Drektorat Jenderal, Sekretaris  Badan, D rektur,
| nspektur, Kepala Pusat, Kepala Biro, Kepala Subdirektorat, Kepala
dang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, dan Kepal a
Subbagi an di angkat dan di berhenti kan ol eh Sekretaris Mahkamah Agung.

BAB V
PEMBI AYAAN

Pasal 33

Segal a biaya yang diperlukan bagi pel aksanaan tugas Sekretariat Mhkamah
Agung di bebankan pada Anggar an Pendapat an dan Bel anj a Negar a.

BAB M
KETENTUAN LAI N- LA N

Pasal 34

Apabila dipandang perlu, Sekretaris Mihkanah Agung dapat nenbent uk
Kel onpok- kel onpok Kerj a.

Pasal 35

Sekretari s Mahkanah Agung adal ah Pej abat Penbi na Kepegawai an di | i ngkungan
Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pasal 36
R ncian tugas, fungsi, susunan organi sasi, dan tata kerja satuan organi sasi
di lingkungan Sekretariat Mihkanmah Agung ditetapkan oleh Sekretaris
Mahkanah Agung setel ah nendapat persetujuan tertulis dari Mnteri yang
bertanggung j awab di bi dang pendayagunaan apar atur negara.

BAB M |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berl akunya Peraturan Presiden ini, seluruh ketentuan pel aksanaan



Keput usan Presi den Nonor 75  Tahun 1985 tentang Q gani sasi
Kepani teraan/ Sekretariat Jenderal Mahkanah Agung yang nengatur nengenai
Sekretariat Jenderal Mahkanmah Agung yang tidak bertentangan dengan
Peraturan Presiden ini tetap berl aku sanpai dengan di ubah dan/atau di adakan
perat uran yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 38
Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini, naka ketentuan yang nengatur
nengenai Sekretariat Jenderal Mhkamah Agung sebagai nana di naksud dal am
Keput usan Presi den Nonor 75  Tahun 1985 tentang Q gani sasi
Kepani t eraan/ Sekretari at Jenderal Mhkanah Agung, di nyatakan tidak berl aku.
Pasal 39
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.
O t et apkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2005
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

D. H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



